WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 400.7.1/521/HK-KS/X1/2023

TENTANG

PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA SAMARINDA,

:a. bahwa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah {(PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang
memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa;

b. bahwa untuk penerapan pelaksanaan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dalam
memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, perlu
Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas
berdasarkan Persetujuan Wali Kota Samarinda sesuai dengan
Telaghan Dinas kesehatan Kota Samarinda Nomor : 440/

6365/ 100.02 tanggal 29 September 2023;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan

Wali Kota;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820};

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



Menetapkan
KESATU

KEDUA

g::_‘gg:h a[;:ndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

2014 t“mtaneduasa. Ata_s Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Republit g Pc.mermtahan Daerah (Lembaran Negara

Lep Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
mbaran Negarg Republik indonesia Nomor 5679);

S. gee;ate!.ll;?n Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
gclolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembax:an Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomox: 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12 13);

10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi
Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Samarinda Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

: Penerapan Badan Layanan Umum Daersh (BLUD) Puskesmas

pada pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kota Samarinda Tahun 2023,

: Puskesmas yang akan dilakukan penilaian adalah Puskesmas

Harapan Baru, Puskesmas Karang Asam, Puskesmas Sidomulyo
dan Puskesmas Juanda.



KETIGA : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) di Puskesmas sebagaimana dimaksud

diktum kedua dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

7 Rl 6 November 2023
A RSAMARINDA,

Tembusan :

1. Inspektur Kota Samarinda

2. Kepala BPKAD Kota Samarinda

3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
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